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Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespodensi: cerlfebri@gmail.com
Abstrak
Perubahan peraturan mengenai pengusahaan air telah terjadi di Indonesia dan terjadi banyak penolakan dari
berbagai pihak, yaitu ketika disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang
merubah konsep pengusaan negara terhadap sumber daya air mengarah kepada pengelolaan oleh swasta. Hal
itulah yang menjadikan Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 diajukan gugatan judicial riview kepada Mahkamah
Konstitusi, dan akhir dari keputusan MK yaitu mencabut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 dan
memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Yang mana pada Undangundang Nomor 11 Tahun 1974 menganut asas usaha Bersama dan kekeluargaan. Pada tahun 2019 lalu,
pemerintah msensahkan Undang-undang air yang baru yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang
Tentang Sumber Daya Air. Pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 ini masih mengatur pengusahaan air dan
memberikan kesempatan kepada pihak swasta, namun ada ketentuan yang lebih ketat. Dalam pengusahaan
sumber daya air itu tidak hanya terdapat pengusahaan air minum saja, namun ada pula usaha produksi selain
untuk air minum, seperti usaha pembangkit tenaga listrik. Dalam tulisan ini akan membahas perbandingan
konsep dari peraturan perundang-undangan air mulai dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, Undangundang Nomor 7 Tahun 2004, sampai dengan Undang-undang 17 tahun 2009. Dengan memberikan contoh
pengusahaan air selain air minum yaitu usaha pembangkit listrik tenaga air dan dampak yang terjadi pada
pembangunan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Kata Kunci: Pengusahaan, Air, PLTA, izin, privatisasi

Abstract

Changes in regulations regarding water exploitation have occurred in Indonesia and there are many rejections from various parties,
namely when the Act No. 7/2004 on Water Resources changed the conception of state control over water resources to management by
the private. That is what makes Act No. 7/2004 filed a judicial riview lawsuit to the Constitutional Court, and the end of the
COURT's decision to repeal Act No. 7/2004 and re-enact Act No. 11/ 1974 About Watering. Which in Act No. 11/1974
adheres to the principle of joint ventures and family. In 2019 then, the government established a new regulation, Act No. 17/ 2019
on about water resources. In Act No. 17/2019 This still governs the water administration and gives the private sector an
opportunity, but there are stricter provisions. In the administration of water resources, there is not only drinking water, but there are
also production businesses other than drinking water, such as hydropower plant. In this paper will discuss the comparison of concepts
of the water legislation ranging from Act No. 11/1974, Act No. 7/2004, up to Act No. 17/2009. By giving examples of
hydropower plant and the impact that.
Keyword: exploitation, water, hydropower plant, permit, privatization

I. PENDAHULUAN
Perkembangan pengaturan air di Indonesia sebelum Undang-undang Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan yang berlaku adalah Algemen Waterreglemen Nomor 489 Tahun
1936 kemudian diperbarui oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air.1 Terus dilakukan pembaruan-pembaruan hukum, guna memenuhi kebutuhan masyarakat
di sektor air. Namun aturan yang seharusnya berorientasi kepada kepentingan rakyat, disusun
dengan pasal-pasal yang dapat diartikan multitafsir oleh pembuat aturan sehingga dapat
mengakomodasi kepentingan politik didalamnya.
Ada perubahan orientasi pengusahaan sumber daya air, di UU 11/1974 mengatur
tentang “pengusahaan air” yang masih menganut asas usaha bersama dan kekeluargaan. UU
11/1974 memiliki cara pandang yang mengacu semangat kekeluargaan atau budaya

1Samsul

Wahidin, Hukum Sumber Daya Air, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hal.168.
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komunalistik dalam pemanfaatan sumber daya air.2 Setelah UU 7/2004 disahkan, pengaturan
pengusahaan sumber daya air berubah mengarah kepada pengelolaan oleh swasta (privatisasi).
Hal ini berpotensi menggangu konsep penguasaan negara terhadap SDA karena memasukan
fungsi ekonomi dalam penyelenggaraan sumber daya air. Salah satu konflik yang akan muncul
akibat adanya penguasaan sepihak sumber-sumber air oleh perusahaan sehingga
mengakibatkan terganggunya bahkan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber air yang
dimaksud.3
Bila melihat pada rumusan Pasal 33 UUD 1945 yang dirumuskan oleh Panitia
Keuangan dan Perekonomian bentukan BPUPKI yang diketuai oleh Mohammad Hatta
merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut: (1) Pemerintah harus menjadi
pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat; (2) Semakin besarnya
perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya
karena semakin besar mestinya persertaan pemerintah; (3) Tanah haruslah di bawah
kekuasaan negara; dan (4) Perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha
negara.4
Adanya konsep privatisasi dan komersialisasi air dalam UU 7/2004, menjadi dasar
diajukannya gugatan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Tuntutan agar
dikembalikannya penguasaan Sumber Daya Alam oleh Negara sebagaimana diamanatkan oleh
Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, agar masyarakat
dapat mengakses air tanpa ada pemegang izin yang menghalangi. Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 pada tahun 20155, yang mencabut UU 7/2004 dan
memberlakukan kembali UU 11/1974. Salah satu pertimbangannya adalah Hak Guna Usaha
Air yang merupakan bagian dari Hak Guna Air, berpotensi menimbulkan konflik antar
kepentingan sosial rakyat dengan kepentingan ekonomi pelaku usaha pemegang izin
pengusahaan air. Rakyat akan berkompetisi dengan perusahaan untuk mendapatkan air, untuk
hasilnya sudah dapat dipastikan siapa pemenangnya.
Pada tahun 2019, aturan terkait sumber daya air diperbarui dengan disahkannya
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. UU 17/2019 mengatur
bahwa untuk pengusahaan sumber daya air tetap memberi kesempatan kepada swasta untuk
ikut serta namun ada ketentuan tambahan yang lebih ketat dan ada penetapan prioritas pelaku
usaha dalam pengusahaan sumber daya air. Undang-undang memberikan kewenangan atribusi
kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya air. Salah satu pemanfaatan sumber daya air adalah pemanfaatan potensi air
sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik. Peran negara dalam hal ini berkaitan dengan
kewenangan pengurusan (bestuursdaad) dengan menerbitkan izin pengusahaan sumber daya air
oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk ketentuan teknisnya diatur
lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.
Salah satu pengusahaan sumber daya air yang menggunakan air untuk kegiatan usaha
produksi selain untuk air minum, yaitu usaha pembangkitan tenaga listrik. Izin pengusahaan
sumber daya air untuk PLTA dapat diberikan kepada BUMN, BUMD dan swasta. Untuk izin
yang diberikan kepada Badan Usaha Swasta diberikan dengan syarat tertentu dan ketat, agar
hak rakyat atas air tetap terjamin.
2R.

Ismala Dewi, Pengaturan Air untuk Industri Air Kemasan dan Dampaknya Bagi Masyarakat Lokal, (FH UI
Pres, Depok,), hal: 117.
3 Hamid Chalid dan Arief Ainul, Studi Tentang Hukum Air dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Atas Air di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No.2,2018, hal. 424.
4 Yance Arizona, Perkembangan konstitusionalitas Penguasaan negara atas sumber Daya alam Dalam Putusan
mahkamah konstitusi, Jurnal konstitusi, Volume 8, nomor 3, Juni 2011, hlm. 260
5 R. Ismala Dewi, op.cit., hal.136.
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Operasional PLTA meskipun sifatnya hanya memanfaatkan sirkulasi air, potensi
bencana kekeringan tidak akan terjadi karena air yang mengalir ke mesin pembangkit akan
dikembalikan ke sungai atau waduk. Namun dampak lain yang akan ditimbulkan pada sungai
atau waduk yang di manfaatkan untuk PLTA adalah ada perubahan ekosistem.
Untuk mengoperasionalkan PLTA membutuhkan pengendalian debit air sungai atau
penampungan air di waduk yang akan berdampak pada kerusakan ekosistem di air sungai.
PLTA dapat merusak lingkungan sekitarnya seperti berkurangnya populasi ikan di sekitaran
bendungan yang disebabkan kerena terpengaruhnya ketersedian air dan endapan lumpur akibat
adanya pengendalian debit air. Selain itu adanya pembangunan PLTA akan membatasi kegiatan
lainnya disekitar sungai atau waduk yang ditetapkan sebagai objek perizinan, seperti kegiatan
perikanan atau sebagai aliran irigasi karena ada pengendalian debit air.
Timbulnya masalah dari pembangunan PLTA ini mengharuskan pembangunan PLTA
memiliki izin. Izin pengusahaan dan penggunaan air ini diatur dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/Prt/M/2016
Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya
Air.
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan penulis
akan menguraikan tentang bagaimana konsep pengusahaan sumber daya air ditinjau dari
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 dan Undangundang Nomor 17 Tahun 2019? Dan bagaimana pengusahaan sumber daya air untuk kegiatan
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)?
II. PEMBAHASAN
A. Konsep Pengusahaan Sumber Daya Air Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11
Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 17
Tahun 2019
Substansi pengaturan sumber daya air dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang Pengairan adalah tentang penguasaan negara atas air, konsep hak atas air dan
pengelolaan sumber daya air.6 Sebagaimana diketahui bahwa ciri produk peraturan perundangundangan sesaat setelah Indonesia merdeka masih mengedepankan kegiatan eksploitasi
sumber daya alam. Pasal 2 UU 11 Tahun 1974 bahwa air selain memiliki fungsi sosial juga
ditentukan prioritas pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, hal ini
agar penggunaan air sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.7 Air sebagai sumber daya
alam dalam pemanfaatannya harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, diartikan selain
dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemakmuran juga bisa
dicapai dengan mengusahakan sumber daya air dengan efektif agar dapat memberikan
tambahan nilai ekonomi dalam hal penyediaan sarana dan prasarana public.8
Setelah 30 Tahun UU 11/1974 berlaku, untuk menyesuaikan tuntutan perkembangan
keadaan dan perubahan kebutuhan hukum masyarakat terhadap air maka disahkan Undangundang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. UU 7/2004 ini lebih
mengedepankan urusan pengusahaan air dan kegiatan konservasi yang sebelumnya tidak diatur
secara rinci dalam UU 11/1974. Diberikannya kesempatan yang sama kepada para pelaku
R. Ismala Dewi, op.cit., hal.79.
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
8 Adapun yang dimaksud penulis dengan tambahan nilai ekonomi berkaitan dengan dampak positif dari
adanya pengusahaan sumber daya air terhadap penyediaan sarana dan prasarana seperti pembuatan jalan,
jembatan atau pemeliharaan lingkungan disekitar sungai yang dilakukan oleh badan usaha pemegang izin
pengusahaan air. Pada saat UU 11/1974 belum adanya konsep fungsi ekonomi dalam penyelenggaraan sumber
daya air.
6
7
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usaha, baik BUMN, BUMD maupun swasta untuk melakukan pengusahaan sumber daya air.
Memasukan fungsi ekonomi dalam penyelenggaraan sumber daya air.
Perubahan makna pengusahaan air, yang semula oleh UU 11/1974 dilakukan
perlindungan terhadap fungsi sosial serta pelaksanaan dikuasainya oleh Negara dengan
diberikan hak atas air kepada masyarakat pada Pasal 2, kemudian oleh UU 7/2004 selain dalam
Pasal 4 memasukan fungsi ekonomi dalam pemanfaatan air, di pasal 6 ayat (4) konsep
penguasaan SDA diubah menjadi hak guna air sebagai landasan dapat dimanfaatkannya air
untuk berbagai keperluan. Makna “untuk berbagai keperluan” ini diartikan lebih luas dari
sekedar memenuhi kebutuhan pokok manusia, termasuk kegiatan yang komersil maupun tidak.
Antar UU 11/1974 dan UU 7/2004, keduanya memberikan kesempatan kepada pelaku
usaha selain Badan Usaha Milik Negara dan Daerah untuk ikut serta melakukan pengusahaan
air. Namun perbedaannya, Pasal 11 UU 11/1974 pengusahaan sumber daya air yang
kewenangannya dimiliki oleh pemerintah, untuk penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh
pelaku usaha lain dengan cara memberikan izin sebagai “dispensasi”. Pemberian izin
pengusahaan berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang pada penjelasan
ditafsirkan sebagai usaha mengembangkan koperasi. Berbeda dengan Pasal 6 ayat (4) UU
7/2004 mengganti istilah hak atas air menjadi hak guna air, kemudian oleh pasal 9 mengatur
pemberian kesempatan kepada swasta untuk melakukan pengusahaan air dengan dasar
pengusahaannya adalah hak, sebagai sesuatu yang “wajar” didapatkan.
Dari penjelasan di atas, maka pengusahaan air seharusnya menjadi pengawasan
pemerintah. Pengusahaan air mestilah harus mementingkan kesejahteraan masyarakat baru
dapat diusahakan. Karena air sebagai salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat, sehingga
janganlah terjadi masyarakat kekurangan air, namun koorporasi menjual air untuk kehidupan
masyarakat tersebut. Berbagai persoalan terkait air tersebut menunjukkan bahwa masalah air
adalah masalah fundamental yang mempengaruhi kehidupan manusia dan perkembangan
negara sehingga harus disikapi dengan pendekatan komprehensif.9
Dari beberapa fungsi izin, instrument perizanan digunakan untuk membatasi jumlah
atau volume air yang dapat diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak.10 Perubahan Undangundang ini dinilai sebagai bentuk reformasi, karena menurut Suteki SDA tidak boleh
dimanfaatkan secara eksploitatif tetapi harus digunakan secara bijaksana dan harus
dikonservasi agar dapat berkelanjutan dan dapat dikelola daya rusaknya agar tidak
menimbulkan kerusakan dan membahayakan.11 Untuk mencegah adanya kerusakan dan hal
yang membahayakan maka Pemerintah membatasi pihak yang melakukan pengusahaan
sumber daya air serta bertanggungjawab atas pemulihan lingkungan. Dampaknya adalah ada
pergeseran makna air yang sebelumnya merupakan barang publik berubah menjadi komoditas
yang lebih mementingkan aspek ekonomi yang berorientasi keuntungan, sebagaimana tertuang
dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 UU 7/2004.12 Pasal 4 UU 7/2004
mengatur bahwa air memiliki fungsi ekonomi yang dapat didayagunakan untuk menunjang
kegiatan usaha.
Berikut ini adalah pembahasan konsep pengusahaan sumber daya air berdasarkan
aturan PP 69/2014, PP 121/2015 dan UU 17/2019.
1. Pengusahaan SDA menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974

9 Helmi Kasim, Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air, Jurnal
Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hal. 356
10 Putusan MK 85/PUU-XI/2013, hal. 142.
11 Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat, (Pena Gemilang: Malang,2010), hal.3.
12 Putusan MK 85/PUU-XI/2013, hal. 16.
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Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan mengatur konsep negara
terhadap SDA sebagai pemegang kewenangan untuk melakukan pengelolaan yang
dijalankan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar air dapat dimanfaatkan untuk
kemakmuran rakyat. Namun meskipun demikian, UU 11/1974 memberikan kesempatan
kepada swasta untuk melakukan pengusahaan SDA dengan landasan izin yang diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang. Izin disini adalah sebagai dispensasi atau pengecualian
dibolehkannya swasta untuk melakukan kegiatan yang seharusnya hanya boleh dilakukan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Air hanya memiliki fungsi sosial untuk digunakan oleh rakyat guna memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Ketentuan izin pengusahaan SDA dapat dilakukan apabila
kebutuhan air untuk rakyat telah terpenuhi. UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekayaan
alam milik rakyat kemudian dilimpahkan kewenangan pengelolaan dan pengurusannya
kepada Negara. Dampak dari pelimpahan tersebut Negara menjamin tercukupinya
kebutuhan air rakyat.
Ciri produk hukum setelah kemerdekaan adalah sifatnya masih eksploitatif. Oleh
karena itu UU 11/1974 hanya mengatur tentang pengelolaan tanpa konservasi SDA.
Pengusahaan SDA masih antroposentris yang menitikberatkan pemanfaatan alam untuk
kepentingan manusia saja.
2. Pengusahaan SDA menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004
Reformasi aturan SDA dimulai dengan diberlakukannya UU 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air. Awalnya UU 7/2004 disahkan karena adanya kebutuhan lain dalam
pemanfaatan air selain untuk memenuhi kepetingan pemenuhan kebutuhan sehari-hari,
yaitu pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan lingkungan serta kepastian dalam
pengusahaan air. Dalam hal penguasaan negara masih sebagai pengelola, namun untuk
fungsi air ditambah menjadi adanya fungsi lingkungan dan ekonomi. Seharusnya ada
keseimbangan antara lingkungan dan ekonomi, namun yang terjadi perubahan penggunaan
air sebagai komoditas ekonomi (kepentingan private) lebih dominan. Penggunaan air
dilekati oleh hak guna air, yang semula hanya hak untuk rakyat (hak guna pakai air) yang
tidak profited oriented ditambah hak untuk pelaku usaha yaitu (hak guna usaha air).
UU 7/2004 menempatkan penggunaan air untuk kebutuhan pokok rakyat sejajar
dengan kebutuhan usaha. Dampaknya ada kopetisi antara rakyat dengan pelaku usaha, yang
hasilnya rakyat dibatasi aksesnya terhadap ketersediaan air. Dominasi swasta dalam
pengusahaan air, menjadikan pelayanan public terhadap air tidak memadai. Hal ini menjadi
dasar diajukannya permohonan judicial review UU 7/2004 kepada MK.
Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU 7/2004 dan
memberlakukan kembali UU 11/74 agar tidak terjadi kekosongan hukum. saat UU 7/2004
berlaku, istilah penggunaan air dalam UU ini adalah Hak Guna Air (HGA). Pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 untuk mengatur lebih lanjut
tentang Hak Guna Air. Adapun isi dari PP HGA yang berkaitan dengan pengusahaan
sumber daya air adaah pembagian jenis HGA yang dibedakan menjadi 2 berdasarkan tujuan
kegiatan, yaitu:
a. Hak Guna Pakai Air yang tujuan pemakaiannya tidak komersial dan untuk kebutuhan
pribadi. Untuk HGPA ada beberapa indikator yang diatur, antara lain:
1) Pasal 8 PP 69/2014 mengatur tentang HGPA untuk kegiatan yang tidak
membutuhkan izin.
Air tidak memerlukan izin penggunaan apabila diperuntukan bagi kegiatan
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian. Adapun kegiatan dapat
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dilakukan dengan mengalirkan air ketanahnya melalui tanah orang lain →
kewajibannya adalah menginfokan kepada pemilik tanah yang dilewati aliran untuk
pemenuhan kebutuhan pokok tersebut.
2) Pasal 10 PP 69/2014 mengatur tentang HGPA yang kegiatan pemanfaatannya
membutuhkan izin.
Apabila cara penggunaan air dengan mengubah kondisi alami sumber air,
untuk keperluan kelompok dalam jumlah besar dan penggunaan air untuk irigasi
pertanian diluar sistem irigasi yang telah ada. Pemberian izin HGPA meliputi
penetapan kuota air yang dapat diperoleh dan dipakai.
Adapun objek air yang dapat diberikan izin HGPA antara lain air permukaan,
air laut yang berada didarat dan air tanah. Adapun subjek pemegang izin, prosedur
dan syarat penerbitan izin, serta pejabat yang berwenang menerbitkan izin, masa
berlaku izin, pelaksanaan izin, pengakuan dan perlindungan izin diatur oleh pasal 14
s.d. pasal 40 PP 62/2014.
b. Hak Guna Usaha Air yaitu hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
Terdapat 3 izin HGUA, yaitu untuk air permukaan, air laut yang berada didarat
dan air tanah. Dalam pemanfaatan HGUA juga ditetapkan kuota air yang dapat
diperoleh dan diusahakan. Adapun subjek pemegang izin, prosedur dan syarat
penerbitan izin, serta pejabat yang berwenang menerbitkan izin, masa berlaku izin,
pelaksanaan izin, pengakuan dan perlindungan izin diatur oleh pasal 46 s.d. pasal 67 PP
62/2014.
3. Pengusahaan SDA setelah ada putusan MK Nomor 85 Tahun 2013
Setelah ada putusan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang memberlakukan
kembali UU 11/74 maka konsep penggunaan air yang Hak Guna Pakai kembali
menggunakan istilah pengusahaan air. Untuk Peraturan Pemerintah disesuaikan dengan
putusan MK, yaitu penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air. Adapun aturan terkait pengusahaan sumber daya air yang
diatur oleh PP 121/2015, yang menurut kelompok kami berkaitan dengan pengusahaan air
adalah sebagai berikut:
a) Pasal 2 ayat (1) huruf a PP 121/2015 mengatur salah satu prinsip pengusahaan SDA
salah satunya tidak mengganggu dan meniadakan hak rakyat atas air. Menurut analisis
kami, penggunaan istilah hak rakyat atas air pertama kali disebutkan dalam pengaturan
air. Putusan MK menyebutkan bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh
Pemerintah guna melindungi hak-hak rakyat atas air antara lain : negara menjamin hak
akses air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, air dikuasai negara dan dimanfaatkan
untuk kemakmuran rakyat, HGPA diperoleh tanpa izin untuk kegiatan pemenuhan
kebutuhan pokok dan irigasi pertanian, penyediaan air untuk kebutuhan pokok dan
irigasi pertanian menjadi prioritas utama, pemberian kompensasi dari pemerintah apabila
penetapan prioritas menimbulkan kerugian,pengembangan SPAM menjadi tugas
Pemerintah dan Daerah.13
b) Pasal 2 ayat (3) PP 121/2015 mengatur bahwa asas pengusahaan SDA adalah asas usaha
bersama dan kekeluargaan. Asas ini merupakan refleksi dari kembalinya konsep
pengusahaan SDA pada UU 11/1974, karena dalam UU tersebut asas yang sama diatur
dalam pasal 11. Pengusahaan SDA saat itu diharapkan dapat berkembang dengan sistem
koperasi.
13

Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, hal. 123.
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c) Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP 121/2015 mengatur bahwa objek air yang bisa dilakukan
pengusahaan adalah air tanah dan air permukaan, dimana air permukaan dijadikan
prioritas untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
d) Pasal 4 ayat (4) PP 121/2015 menambahkan bahwa pengusahaan SDA harus
memperhatikan fungsi air yaitu keselamatan kekayaan negara. Hal ini berkaitan dengan
air dinilai sebagai kekayaan negara berkaitan dengan Pasal 33 UUDNRI 1945. bahwa
terbukanya kesempatan modal swasta asing berkaitan dengan agenda reformasi yang
didanai oleh lembaga keuangan internasional yang memiliki kepentingan dalam kegiatan
privatisasi.14
e) Pasal 5 PP 121/2015 masih memberikan kesempatan kepada swasta untuk ikut serta
dalam pengusahaan SDA namun pemberian izin dilakukan secara ketat karena badan
usaha swasta adalah prioritas terakhir.
f) Pasal 6 PP 121/2015 membagi kegiatan pengusahaan SDA menjadi, yaitu air sebagai
bahan baku utama dan air sebagai bahan baku pembantu.
g) Pasal 8 PP 121/2015 menentukan prioritas alokasi air, yang meletakan pemenuhan
kebutuhan usaha selain air minum oleh swasta yang telah ditetapkan izinnya dipaling
terakhir. Jadi air untuk mendukung kegiatan usaha swasta dapat dilakukan apabila
kebutuhan air di sector lain yang sudah ditentukan telah terpenuhi.
h) Pasal 14 PP 121/2015 mengatur bahwa jenis perizinan pengusahaan SDA: izin
pengusahaan SDA untuk air permukaan dan izin pengusahaan air tanah.
i) Pasal 14 s.d. 44 mengatur subjek pemegang izin, prosedur dan syarat penerbitan izin,
serta pejabat yang berwenang menerbitkan izin, masa berlaku izin, pelaksanaan izin, dan
wewenang serta tanggung jawab pemberi izin.
4. Pengusahaan SDA menurut UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
Pada November 2019, disahkan UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air sebagai
pengganti UU 11/1974 yang tidak lagi relevan. Ada beberapa hal yang menurut kelomok
kami terkait dengan pengusahaan sumber daya air, yaitu:
a. Penguasaan Negara dan Hak Rakyat Atas Air
Karena air adalah bagian dari HAM, maka negara dalam rangka bertanggung memberi
perlindungan terhadap HAM sebagaimana diatur oleh UUD 1945 maka tugasnya selain
menjamin ketersediaan juga menjamin daya akses air untuk kebutuhan pokok sehari-hari
dan irigasi pertanian. Untuk ha katas air, ada peningkatan kegiatan yang dijadikan
prioritas yang dijamin oleh negara yaitu Sistem Penyediaan Air Minum yang menjadi
tanggung jawab pemerintah dan daerah sebagai kebijakan strategis melalui BUMN dan
BUMD, tidak ada peran badan usaha swasta sebagaimana sebelumnya diatur dalam pasal
40 UU 7/2004. Proses pemenuhan kebutuhan air berdasarkan kegiatan yang ditentukan
prioritas dan berdasarkan perhitungan keperluan air. Konsep hak rakyat atas air bukan
konsep kepemilikan tetapi terbatas untuk hak memperoleh dan menggunakan kuota air
sesuai alokasi.
b. Pasal 21 UU 17/2019 membahas Pengelolaan Sumber Daya Air, yang kembali
memasukan fungsi ekonomi dalam penyelenggaraan air. Selain itu kegiatan pengelolaan
berkaitan dengan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan yang akan didukung oleh
kegiatan konservasi.
c. Pasal 28 ayat (3) UU 17/2019 tentang pendayagunaan Sumber Daya Air dalam hal
penentuan prioritas pemenuhan kebutuhan air, yaitu untuk kebutuhan pokok seharihari, irigasi pertanian dan kegiatan lain baik kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha.
14

Suteki, op.cit., hal.59.
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d. Pasal 44 ayat (1) Perizinan hanya untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan usaha yang
dilakukan berdasarkan izin. Hal ini sama seperti HGUA dan HGPA berizin.
e. Pasal 46 jo Pasal 49 tentang Izin penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha, masih
diberikan kesempatan kepada swasta namun dijadikan pilihan atau prioritas terakhir. Hal
ini menguatkan prinsip yang mendasari pengusahaan SDA sebgaimana diatur Pasal 2
ayat (1) jo Pasal 5 ayat (3) PP 121/2015.
Tabel 1.1 Perbandingan Undang-Undang Sumber Daya Air
No Variabel

UU 11/1974

1

Dikuasai oleh
Negara yang
digunakan
sebesarbesarnya
untuk
kemakmuran
rakyat.

Penguasa
an
Negara
terhadap
SDA

Kewenangan
pengelolaan
SDA
dilimpahkan
kepada
Pemerintah
dan Pemda,
namun
Negara juga
dapat
melaksanakan
kewenangan
pengurusan
salah satunya
dengan
menerbitkan
izin
pengusahaan
air.

UU 7/2004

Setelah ada
Putusan MK
No 85/2013
Dikuasai oleh Dikuasai oleh
Negara dan
Negara dan
dikelola untuk dikelola untuk
kemakmuran kemakmuran
rakyat secara
rakyat dalam
berkelanjutan hal
dan
pengurusan
berwawasan
dapat
lingkungan
melibatkan
hidup.
peran swasta
tanpa
Negara
mengurangi
menjamin
wewenang
terpenuhinya Negara untuk
kebutuhan
menguasai
pokok
SDA dan
minimal
menjamin
setiap orang
terpenuhinya
atas air.
kebutuhan
Implementasi rakyat.
penguasaan
Negara
terhadap SDA
dengan
menentukan
Hak Guna
Air.
Hak guna
usaha air
dibagi
menjadi 2,
yaitu hak guna
pakai air dan
hak guna
usaha air.
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UU 17/2019
Dikuasai oleh
Negara dan
dikelola untuk
kemakmuran
rakyat.
Negara
menjamin
ketersediaan
air untuk
rakyat dengan
memberikan
jaminan
terhadap
keberlanjutan
lingkungan
dan peran
serta rakyat
dalam
pengelolaan
SDA.
SDA hanya
dapat dikuasai
oleh Negara
bukan oleh
perseorangan,
kelompok
masyarakat
atau badan
usaha.
Perihal
perizinan
penggunaan
air diberikan
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2

Fungsi
Air

Fungsi sosial
dimana air
untuk
pemenuhan
kebutuhan
rakyat.

Fungsi sosial,
ekonomi dan
lingkungan.
Fungsi
ekonomi lebih
dominan
dalam
pengelolaan
SDA,
sehingga
fungsi sosial
dan ekonomi
tidak tercapai.

Mengembalik
an fungsi
sosial air,
guna
memberikan
jaminan
kebutuhan
pokok
masyarakat
tetap menjadi
prioritas
dibanding
fungsi
ekonomi.

3

Hak
Rakyat
Atas Air

Berdasarkan
fungsi sosial
dan
penguasaan
negara atas
SDA sebagai
pemegang
amanat dari
rakyat sebagai
pemilik SDA
maka hak
rakyat atas air
untuk
pemenuhan
kebutuhan
pokok sebagai
upaya
menjamin

Negara
menjamin hak
rakyat atas air
untuk
kebutuhan
pokok seharihari terpenuhi
yang
pengelolaanny
a diselaraskan
dengan fungsi
ekonomi dan
fungsi
lingkungan.
Hal ini
dilandasi
bahwa air
tidak hanya

Hak rakyat
atas air untuk
kebutuhan
pokok harus
jadi prioritas
utama dan
tidak boleh
masuk dalam
kompetisi air
untuk usaha
maka
dibutuhkan
tindakan
Pemerintah
untuk tegas
melakukan
pengawasan.
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untuk 2
kegiatan, yaitu
penggunaan
air untuk
kebutuhan
bukan usaha
dan
peggunaan air
untuk
kebutuhan
usaha.
Fungsi sosial,
ekonomi dan
lingkungan.
Fungsi
ekonomi
dibatasi
dengan
persyaratanpersyaratan
demi
terlaksananya
fungsi sosial
air, seperti
penentuan
kebutuhan
prioritas dan
jenjang pelaku
usaha.
Negara
menjamin
kepastian
ketersediaan
air untuk
kebutuhan
pokok
masyarakat.
Salah satunya
dengan
menetapkan
besaran
kebutuhan air
sehari-hari
setiap orang
yaitu 60 liter.
Hak rakyat
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terlaksananya
hak atas hidup
yang diatur
oleh UUD
1945.

4

Pengusah
aan
Sumber
Daya Air

Negara
diberikan
kewenangan
mengusahaka
n SDA
melalui
Pemerintah
Pusat dan
Daerah.
Namun juga
dapat
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untuk
pemenuhan
kebutuhan
pokok tetapi
dapat
dijadikan
komoditas
sebagai
pelaksanaan
perekonomian
yang
dijalankan
berdasarkan
demokrasi
ekonomi.
Pemberian
hak mengelola
SDA bukan
hanya
diberikan
kepada
pribadi untuk
memenuhi
kebutuhan
perseorangan
tetapi juga
kepada pelaku
usaha dengan
untuk
kebutuhan
ekonomi
dengan
diberikan Hak
Guna Usaha
Air.
Pengusahaan
air selain
untuk
kebutuhan
pribadi (non
profit) rakyat
juga dapat
dilakukan
oleh pelaku
usaha swasta,
dengan alas
hak yang

Negara tidak
hanya
menjamin
ketersediaan
tetapi juga
menjamin
dapat
diaksesnya air
oleh rakyat.

atas air bukan
kepemilikan
tetapi hak
untuk
memperoleh
dan
menggunakan
air sesuai
kuota yang
telah
ditetapkan.

Fungsi izin
kepada swasta
bukan hanya
untuk
kegiatan
pengurusan
tetapi juga
bentuk
pengendalian
dan
pengawasan
pengelolaan

Kegiatan
pengusahaan
diprioritaskan
kepada
kebutuhan
rakyat, apabila
ada kelebihan
baru diberikan
untuk
kegiatan
usaha swasta.
Artinya ada
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memberikan
pengecualian/
dispensasi
kepada pelaku
usaha swasta
melakukan
pengusahaan
dengan
memberikan
izin usaha
yang
berpedoman
kepada asas
usaha
bersama dan
kekeluargaan.
Pemanfaatan
air lebih
dominan
antroposentris.

5

Kegiatan
Prioritas
dalam
Pemanfaa
tan SDA

Kebutuhan
pokok seharihari dan
kepentingan
nasional.
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sama yaitu
Hak Guna
Air.
Pengusahaan
SDA oleh
swasta bukan
lagi diatur
sebagai
pengecualian
kegiatan yang
dilarang,
karena konsep
hak adalah
sesuatu yang
harus
diberikan.

SDA.
Hak Guna
Usaha Air
oleh swasta
tidak boleh
membatasi
Hak Guna
Pakai Air oleh
rakyat.

Karena air
adalah cabang
produksi yang
penting bagi
kehidupan
maka
pengusahaann
Tidak ada
ya harus
jenjang pelaku diprioritaskan
usaha dalam
kepada
pengusahaan
BUMN dan
SDA, antara
BUMD agar
pemerintah
orientasinya
maupun
bukan ke
swasta.
profited oriented
an sich tetapi
Pemanfaatan kepada public
air lebih ke
service serta
private sector
peran negara
domain.
dalam
pengusahaan
air lebih
dominan.
Kebutuhan
Memenuhi
pokok sehari- kebutuhan air
hari dan
minum
irigasi untuk
merupakan
pertanian.
salah satu
kewenangan
Pemerintah
dan Pemda.
Untuk itu
dalam
pengusahaan
PAM
sebaiknya
berada dalam

jenjang
prioritas
dalam
pengusahaan
SDA yang
mendahuluka
n BUMN dan
BUMD diatas
swasta.
Pengusahaan
air untuk
Penyediaan
Air Minum
izinnya hanya
dapat
diberikan oleh
BUMD dan
BUMD.
Peran swasta
dalam hal ini
hanya
kerjasama
dengan
pemegang
izin.
Pemanfaatan
air harus
ecocentris.

Kebutuhan
pokok seharihari, pertanian
rakyat dan
system
penyediaan air
minum.
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pengelolaan
pemerintah.
6

Pelaku
Pemerintah
Usaha
Swasta
Pemanfaa
tan SDA

DHARMASISYA Vol. I N0. 2 (Juni 2021)

Pemerintah
dan swasta

Pemerintah
Swasta

Pemerintah
Swasta
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B. Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Air
Dalam pengelolaan sumberdaya air terdapat kata-kata kunci, yaitu perencanaan,
pendayagunaan, sumberdaya air, pengendalian daya rusak air, dan konservasi sumberdaya air.
Visi dalam pengelolaan sumber daya air adalah mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air bagi
kesejateraan seluruh rakyat. Sementara misi pengelolaan sumber daya air adalah konservasi
sumberdaya air yang berkelanjutaan, pendayagunaan sumberdaya yang adil untuk berbagai
kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas, pengendalian daya rusak air,
pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam pengelolaan
sumberdaya air, peningkatan keterbukaan dan ketersedian data dan informasi dalam
pengelolaan sumberdaya air.
PLTA termasuk ke dalam satu kegiatan usaha produk selain air minum15, yang mana
PLTA memerlukan air sebagai bahan untuk membantu proses produksi untuk produksi selain
air minum baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) maupun badan usaha swasta yang telah mendapatkan izin.16 Pemerintah memberikan
kesempatan kepada badan usaha untuk memanfaatkan tenaga air untuk PLTA dalam rangka
memenuhi kebutuhan energi listrik dan meningkatkan ketahanan energi nasional melalui
pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan.17
Setiap pengelolaan pada sungai harus memiliki izin, menurut Pasal 57 Peraturan
Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang sungai, menyatakan bahwa setiap orang yang akan
melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin. Izin merupakan perkenanan
bagi suatu tindakan yang karena alasan kepentingan umum mengharuskan pengawasan dari
pemerintah. Jadi, pada dasarnya adalah merupakan suatu larangan dari suatu undang-undang/
pemerintah menggunakan izin sebagai sarana untuk mengendalikan tingkah laku dan tindakan
warga masyarakat.18
Menteri, Gubernur, ataupun Bupati dapat memberi izin dalam setiap kegiatan pada
ruang sungai termasuk pula pemanfaatan sungai untuk penyedian tenaga air seperti PLTA.
Syarat pengajuan izin adalah dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:19
i. Gambar lokasi/peta situasi (disertai titik koordinat pengambilan dan/atau jalur konstruksi);
ii. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan;
iii. Gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh bbws/bws; dan
iv. Rekomendasi teknis dari kepala bbws/bws.
v. Prosedur dan alur perizinan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air dapat dilihat
pada kerangka berikut ini:

15 Yang dimaksud dengan “produk selain air minum” meliputi antara lain industri makanan atau minum
olahan, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), industri mobil, industri baja, industri tekstil.
16 Pasal 6 huruf b dan Pasal 8 huruf i dan k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121
Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
17 Pasal 2 ayat (2) Permen ESDM RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari
Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) Oleh PT
Perusahaan Listrik Negara (PLN)
18 Tri Hayati, op.cit., hal. 130
19 http://sda.pu.go.id:8183/panduan/syarat-perizinan , diakses pada tanggal 14 Desember 2019, jam
23.15 WIB
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Gambar 2.1 Prosedur Perizinan Penggunaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air

Persyaratan permohonan

Permohonan

1. Identitas pemohon
2. Lokasi, jenis peruntukan, tujuan
3. Jumlah, cara, dan jangka waktu
pengambilan air
4. Gambar,
spesifikasi
teknis
pembangunan
5. Dokumen amdal/ UKL-UPL/SPPL
6. Izin yang sudah dimiliki, bukti
pembayaran pajak air permukaan
(untuk perpanjangan)

1. Ditujukan
kepada
Menteri
Pekerjaan Umum c/q Dirjen
Sumber Daya Air
2. Data pemohon, lokas, tujuan,
jumlah air, konstruksi yang
dibangun, jangka waktu, dll sesuai
format
baku
(tersedi
di
BBWS/BWS).

Evaluasi awal di DJ SDA

Rekomendasi teknis
1. Permohonan bersama BBW/BWS terkait
melakukan ekspose, pembahasan, kunjungan
lapangan dan penilaian kelayakan.
2. BB/BWS menyampaikan rekomenadsi teknis
kepada Dirjen SDA

1. Pemerintah data dan kelengkapan
permohonan oleh tim evaluasi.
2. Permohonan yang tidak lengkap
dikembalikan,
yang
lengkap
diproses lebih lanjut.
3. Permintaan rekomendasi teknik
dari
dari Ditjen SDA kepada
BBWS/BWS

14 hari kerja

Verifikasi

Izin

Tim evaluasi Ditjen SDA melakukan verifikasi
atas permohonan dan rekomendasi teknis
BBWS/BWS

Dirjen, Sumber Daya Air a/n Menteri
Pekerjaan Umum menerbitkan izin

14 hari kerja
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air
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Dari kerangka alur perizinan di atas, maka tahapan prosedur perizinan dalam
penggunaan dan pemanfaatan SDA yaitu yang pertama melakukan pengajuan permohonan, di
lanjutkan dengan evaluasi awal oleh Ditjen SDA, Ditjen SDA meneliti kelengkapan dari
berkas permohonan. Bila berkas permohonan lengkap maka akan dimintakan rekomendasi
teknis (Rekomtek) kepada BWS, namun bila permohanan berkas tidak lengkap maka akan
dikembalikan kepada pemohon.20
Pada evaluasi awal akan diperiksa kelengkapan dokumen, kesesuain dan kelengkapan
data yang disampaikan oleh pemohon, meliputi; identitas pemohon, alamat/lokasi sumber air,
masa berlaku izin/dokumen yang dimiliki dan lain-lain.
Kegiatan penyusunan rekomtek juga perlu dilaksanakan, hal ini dilakukan untuk
melihat kajian teknis dan non teknis dari pemohon. Kegiatan dari penyusunan rekomtek yaitu
terdiri dari: pengumpulan data dan informasi permohonan oleh tim rekomtek;
expose/persentasi permohonan oleh pemohon; tinjaun lapangan; kajian aspek teknis, non
teknis, sosial; dan pembuatan rekomendasi. Rekomendasi teknis selanjutnya akan disampaikan
kepada Dirjen SDA.
Tim evaluasi perizinan Ditjen SDA berkoordinasi dengan direktorat dan BWS
melakukan verifikasi dokumen rekomtek dan permohonan. Jika diperlukan dapat dilakukan
tinjauan lapangan dan/atau expose oleh pemohona. Jika hasil verifikasi layak maka akan
dibuatkan SK menteri Pekerjaan Umum tentang pemberikan izin. Bila tidak layak untuk
melakukan pengelolaan sumber daya air yang diajukan, maka akan dibuatkan surat
pemberitahuan tentang penolakan pemberian izin.
Selama ini masyarakat mengetahui bahwa pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
memiliki manfaat yang besar untuk kehidupan, yaitu memberikan akses listrik untuk seluruh
plosok negeri. Daya listrik yang dihasilkan oleh PLTA cukup besar, selain itu PLTA cocok
untuk memenuhi beban dasar, tidak menghasilkan emisi gas efek rumah kaca, biaya perawatan
yang murah, usia mesin lebih lama dan tidak terlalu sering diadakan pemeriksaan bagian-bagian
turbin.21 Hal-hal inilah yang menjadi dasar bahwa PLTA merupakan alternative energi
terbarukan.
Setelah mendapatkan surat izin pengusahaan air, maka pelaku usaha dapat mengajukan
permohonan izin penyediaan tenaga listrik kepada Kementerian ESDM sebagaimana skema
berikut ini:

20

Pasal 7 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

21

Hendi, Mengenal Listrik Lebih Baik Dari Segala Sisi, (Elex Media Komputindo: Jakarta, 2016), hal. 117

2013

DHARMASISYA Vol. I N0. 2 (Juni 2021)

713

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 699-720
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

Gambar 2.2. Tata Cara Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
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Namun menurut Agus Haryanto, pengembangan PLTA bukanlah menjadi pilihan
utama untuk poduksi energi masa depan, karena ada dampak lingkungan yang terjadi pada
pembangunan PLTA ini. PLTA membutuhkan bendungan, bendungan di sungai menciptakan
masalah lingkungan dan sosial yang besar. Hal itu karena reservoir air besar yang diciptakan
oleh bendungan PLTA mengakibatkan proses pembusukan vegetasi air yang menyebabkan
emisi gas rumah kaca ke atmosfer dalam jumlah yang setara dengan emisi dari sumber-sumber
energi listrik lainnya. Di daerah tropis, daya makrohidro dapat menyebabkan emisi gas rumah
kaca yang sebanding dengan emisi dari pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil. Selama
10 tahun pertama operasi, PLTA besar dapat menghasilkan emisi gas empat kali lebih dari
pembangkit listrik termal (panas bumi). Namun sebaliknya, pembangkit listrik tenaga air kecil
tanpa bendungan dan waduk tidak menjadi sumber gas rumah kaca.22
Dampak terbesar dari bendungan hidroelektrik besar adalah menenggelamkan lahan
pertanian dan hutan yang luas. Contoh negara yang tenggelam akibat bendungan hidroelektrik
besar adalah DAM PLTA Three Gorges di sungai Yang-Tze Cina pada tahun 1993 dan
22

Agus Haryan, Energi Terbarukan, Innosain: Yogyakarta, 2017, hal 452
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berlangsung selama 10 tahun, memilik panjang 1,6 mil (2.575 m) dan tinggi 610 ft (185 m),
dengan kapasitas pembangkit 20.300 megawatt dilengkapi oleh turbin-turbin raksasa.
Pembangunan bendungan ini ditargetkan akan menaikkan permukaan air menjadi 175m lebih
dari permukaan air pada awalnya. Karena target inilah maka bebeberapa wilayah harus
ditenggelamkan. Dam Treee Gorges akan menenggelamkan 4000 desa, 13 kota, dan sekitar
40.5000 ha lahan pertanian, dan populasi yang dipindahkan ke tempat lain mencapat 1,1-1,5
juta orang.23
Sungai Yang-Tze terkenal sebagai sungai besar dengan sedimen lumpur kering yang
membawa banyak nutrient yang diperlukan bagi lahan pertanian. Dengan adanya bendungan ini
dapat membuat sedimen itu terperangkap di dasar bendungan yang mengakibatkan
terganggunya keseimbangan ekosistem. Terutama dengan adanya perubahan status nutrient di
badan air. Akumulasi nutrient di dalam air menyebabkan terjadinya eutrofikasi24. Dengan
adanya eutrofikasi, badan air menjadi miskin nutrient dan megalami pendangkalan sehingga
fungsi badan air sebagai retensi banjir dan reservoir air menjadi berkurang. Akibat selanjutnya
adalah hilangnya biodivertas (keanekaragaman hayati) karena mengalami kematian ketika
oksigen dan nutrient di badan sungai menghilang.25 Hal ini sama persis seperti yang terjadi
pada (PLTA) Tanggari dan Tonsea Lama, Manado. Uang disebabkan dari lingkungan yang ada
di sekitar danau, sehingga menimbulkannya eotrofikasi dan menyebabkan pertumbuhan
enceng gondok kurang lebih 20% dari luasan danau.26
Bukan hanya di Sungai Yang-Tze, di Indonesia pun beberapa waduk PLTA mengalami
pengendapan sedimentasi yang berdampak pada lingkungan di sekitar PLTA. Di Dusun Bone,
Desa Ulu Saddang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, akibat proses sedimentasi yang
terus meningkat di Reservoir Garugu maka pada beberapa tahun terakhir ini permukiman
mereka termasuk kebun, sawah dan jalan yang menghubungkan antar kecamatan tergenang air.
Akibatnya banyak jalan rusak dan tanaman perkebunan yang dikelola oleh masyarakat seperti
kemiri, kakao, kopi dan buah-buahan lain tidak lagi berproduksi dan bahkan terancam mati.27
PLTA memang memiliki manfaat dalam pembangunannya, sebenarnya PLTA
dibangun untuk memperbaiki kehidupan yang lebih sejahtera namun harus dipikirkan lebih
lanjut ke depan dampak dari pembangunan PLTA.pada saat pembangunan PLTA Koto
Panjang di Riau, banyak yang harus dikorban untuk pembangunan PLTA tersebut. Pada
PLTA Koto Panjang, banyak yang harus dikorbankan, mulai dari hilangnya habitat hewan
seperti gajah, tapir, harimau. Banjir saat pembangunan PLTA, hilangnya rumah masyarakat di
sekitar akibat dari pembangunan, dan penyebab lainnya.28
Selian itu bendungan dan waduk besar dapat menyebabkan penurunan kualitas
perairan akibat akumulasi perairan akibat jumlah lumpur dan berbagai bakteri. Bakteri yang
ada pada vegetasi yang membusuk juga dapat mengubah merkuri, yang ada dalam bantuan

ibid., hal. 456
Aetrofikasi adalah suatu proses di mana suatu tumbuhan tumbuh dengan sangat cepat dibandingkan
pertumbuhan yang normal. Proses ini juga sering disebut dengan blooming. Dengan kata lain merupakan
pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrient yang berlebihan ke dalam ekosistem air.
25 Eka Sulistiyowati, Air Multidimensi, (Manggar Media: Yogyakarta, 2017), hal 83
26 Euthalia Hanggari Sittadewi, Fungsi Strategis Danau Tondano, Perubahan Ekosistem Dan Masalah Yang
Terjadi, J. Tek Ling Vol. 1 No. 9, Januari 2008, hal. 59
27 Abdul Wahid, Analisis Karakteristik Sedimentasi Di Waduk PLTA Bakaru, Jurnal Hutan dan Masyarakat,
2(2), 2007, hal. 230
28 Keigo Kashiwabara, Opini Publik dan Politik Luar Negeri: Sikap Masyarakat Indonesia terhadap
ODA Jepang dalam Proyek PLTA Koto Panjang dan Hubungan Bilateral Indonesia Jepang, Indonesian
Perspective Volume 1 Nomor 1 (Januari-Juni), 2016, hal. 46
23
24
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yang mendasari reservoir, menjadi bentuk yang larut dalam air. Merkuri akan terakumulasi
dalam tubuh ikan dan menimbulkan bahaya bagi kesehatan yang memakannya.29
Untuk di Indonesia, pembangunan PLTA mendapatkan respon pro kontra, khususnya
rencana pembangunan PLTA berskala besar. Dibeberapa kota pembangunan PLTA mendapat
sambutan kurang baik, karena adanya dampak negative dalam pembangunan tersebut.
Contohnya saja pembangunan PLTA Batang Toru. Pembangunan PLTA Batang Toru
memiliki dampak negatif yang bukan hanya terjadi di hulu Sungai Batang Toru, tetapi juga
masyarakat di Kecamatan Marancar di mana terdapat proyek utama PLTA. Di tempat itu
dibangun turbin, dan terowongan yang merupakan bagian vital dari proyek 510 MW tersebut.
Kendati lahan yang digunakan perusahaan di daerah tersebut sebagian adalah Areal
Penggunaan Lain (APL). Namun, perusahaan juga kerap menggunakan tanah milik
masyarakat, tapi membayarnya dengan harga tidak wajar. Hal tersebut diungkapkan COP
setelah melakukan penelusuran dampak sosial terhadap masyarakat atas pembangunan proyek
PLTA Batang Toru.30
Rencana pembangunan PLTA di Ibukota baru pun diperkirakan akan memberikan
dampak pada sungai Kayan dan masyarakat disekitarnya. PLTA Sungai Kayan berpotensi
menenggelamkan dua desa yang dihuni 160 Kepala keluarga, yakni desa Long Lejuh dan Long
Peleban, Kecamatan Peso Bulungan. Pembangunan PLTA itu bakal dilakukan di atas lahan
seluas 18 hektare.31
Menurut Agus, salah satu tujuan dibangunnya bendungan adalah untuk memenuhi
kebutuhan pasokan air bersih untuk menunjang aktifitas manusia, baik sebagai air minum, air
untuk saitasi, air untuk irigasi dan lain-lain. Air yang berasal dari bendungan atau sumber air
yang lain tidak serta merta dapat dimanfaatkan manusia. Air untuk keperluan minum, misalnya
membutuhkan kriteria tertentu, sehingga pengolahan air untuk minum memerlukan teknik
tersendiri tergantung kualitas yang diinginkan. Semakin tinggi kualitas air yang diinginkan,
maka semakin banyak perlakuan yang diberikan untuk memproses air tersebut.32
Sehingga dari pendapat Agus, dengan adanya bendungan yang dapat menyimpan air
baik untuk irigasi atau air minum, hal itu tidak menjamin bendungan dapat memberikan air
yang bersih, karena kriteria dari air minum tergantung dari kualitas yang diinginkan. Selain itu,
bila salah satu dari ekosistem sungai atau danau tempat bendungan PLTA itu berdiri terdapat
yang rusak, maka dapat mengganggu rantai ekosistem seperti yang terjadi pada di China, ikanikan yang dimakan dapat menyebabkan penyakit. Hal ini memungkinkan air yang dari
bendungan PLTA tersebut dapat dimanfaatkan untuk minum karena kerusakan salah satu
ekosistem di sekitar bendungan tersebut.
Dalam pembangunan PLTA diperlukannya sebuah izin untuk pengusahaan di bidang
air, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
tahun. Izin pengusahaan ini dilakukan untuk melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya
dilarang. Hal tersebut merupakan suatu perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan
umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. 33 Izin ini diberikan kepada pengusaha
Agus Haryan, op.cit., hlm 452
Anugrah Andriansyah, Pembangunan PLTA Batang Toru, Siapa yang Terkena Dampak Negatif dan
Dirugikan?
https://www.voaindonesia.com/a/pembangunan-plta-batang-toru-siapa-yang-terkena-dampaknegatif-dan-dirugikan-/4902063.html , diakses pada tanggal 29 November 2019, Jam 10.15 WIB
31
CNN,
Walhi
Sebut
PLTA
Untuk
Ibukota
baru
tenggelamkan
2
desa,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191114081129-20-448184/walhi-sebut-plta-untuk-ibu-kota-barutenggelamkan-2-desa , diakses pada tanggal 29 November 2019, jam 10.53 WIB
32 Agus Haryan, op.cit., hlm 452
33 Tri Hayati, Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi Tentang Perizinan
Pertambangan Timah Di Pulau Bangka, (Buku Obor: Jakarta, 2015), hal. 218
29
30
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sumber daya air atau penggunaan sumber daya air berdasarkan ketersedian air dan
peruntukkan air, tercantum di dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
yang bersangkutan.
Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan
manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan
PLTA ini bertujuan untuk memberikan kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan bagi
masyarakat di sekitar PLTA, namun perlu pula diperhatikan pembangunan berkelanjutan,
pembangunan harus dicapai untuk secara seimbang memenuhi kebutuhan akan pembangunan
dan lingkungan hidup dari generasi sekarang dan yang akan datang.34 Hal ini sesuai dengan
pasal 21 dan 23 UU No. 17 Tahun 2019. Dari prinsip pembangunan berkelanjutan maka
diharapkan semua pihak baik masyarakat maupun pengusaha sumber daya air dapat
memanfaatkan air dengan sebaik mungkin, yaitu dengan menggunakan air secukupnya saja dan
menjaga ekosistem air.
III. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa
hal, sebagai berikut:
1. Perubahan konsep pengusahaan sumber daya air ditinjau dari Undang-undang Nomor 11
Tahun 1974, Nomor 7 Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2019 yang semula menempatkan
pengusahaan SDA oleh swasta sebagai bentuk dispensasi atau pengecualian kegiatan yang
dilarang, oleh UU 7 Tahun 2004 berubah menggunakan istilah penggunaan air sebagai hak
guna air yang mengimplementasikan fungsi ekonomi air dalam hak guna pakai air dan hak
guna usaha air. Pengusahaan air setelah ada putusan MK 85/2013 maka aturan
pengusahaan SDA kembali ke UU 11/1974 yang mengutamakan asas usaha bersama dan
kekeluargaan. Sedangkan apabila pengusahaan SDA dilihat dari UU 17/2019, konsep
pengusahaan SDA yang digunakan adalah perpaduan UU 11/1974 dan 7/2004 karena
memuat tentang hak rakyat atas air, fungsi ekonomi air, kegiatan prioritas dan tetap
mengikutsertakan badan usaha swasta untuk pengusahaan SDA namun dijadikan sebagai
opsi terakhir dalam prioritas.
2. Ketersedian air saat ini semakin menipis, maka dari itu perlu adanya pemanfaatan yang
cermat dalam pemakaian dan pengelolaan air. Dalam pengelolaan sumberdaya air terdapat
kata-kata kunci, yaitu perencanaan, pendayagunaan, sumberdaya air, pengendalian daya
rusak air, dan konservasi sumberdaya air. PLTA adalah salah satu kegiatan produk selain air
minum, yang mana PLTA ini memerlukan air sebagai bahan untuk membantu proses
produksi untuk produksi selain air minum baik itu (BUMN), (BUMD) maupun badan
usaha swasta yang telah mendapatkan izin. Selama ini masyarakat hanya mengetahui hal
positif dalam pembangunan PLTA, namun rupanya PLTA dapat memberikan dampak
negative bagi kehidupan ekosistem air dan masyarakat. PLTA dalam pembangunan yang
berskala besar dengan membutuhkan bendungan dapat memberikan dampak negative, yaitu
seperti menyebabkan emisi gas rumah kaca, menenggelamkan lahan pertanian, sedimentasi,
terganggunya ekosistem sungai atau danau, dan penurunan kualitas perairan akibat
akumulasi perairan akibat jumlah lumpur dan berbagai bakteri. Beberapa pembangunan
PLTA yang akan dibangun oleh pihak pemerintah atau swasta diperkirakan akan
berdampak seperti itu pula. Izin pembangunan PLTA sangat perlu dilakukan untuk
Andri G. Wibisana, Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol 43, No
1 2013, Maret 2013, hal. 1
34
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memberitahukan bahwa PLTA juga memberi dampak buruk bagi lingkungan, walaupun
dibalik itu juga terdapat hal baik dalam pembangunan PLTA. Penolakan warga terhadap
pembangun PLTA dan bendungan telah terjadi sungai Batang Toru, Medan dan Sungai
Kayan, Kalimantan. Perlunya pengembangan prinsip pembangunan berkelanjutan dan
penelitian sebelum dilaksanakannya pembangunan PLTA, sehingga generasi yang akan
datang juga dapat merasakan manfaat yang sama.
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